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TENTANG
PENUNJUKAN PB.IABAT

SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang bahwa berdasarkan BAB I huruf a l,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah ditetapkannya Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor lOO.2.l.3-221
Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota, Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan
Tahun 2025-2030, perlu menetapkan Keputusan Bupali tentang
Penunjukan Pejabat Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keqja Menjadi Undang-
Undang;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;



Menetapkan

KESATU

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOZ tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlZ tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk
Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O terrtang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK.

Menunjuk Pejabat Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2l Mxet2025

S an ai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM, BUPATI NGANJUK,

SUTRISNO S
I
M.Si.

MARHAEN DJUMADI

Pembina Tin

ttd

I
NrP. 1968050 199202 I OOl

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR rOO.3.3.2 / 93 I K I 4r r.Ot3 / 2O2s
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PEMEGANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KEKUASAAN

DAFTAR PE.IABAT
SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KAE}UPATEN NGANJUK

NO. NAMA WEWENANG SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAI]
1 2 4

I Dr. Drs. H. MARHAEN
DJUMADI, A.Md., SE., SH.,
MM., MBA.

BUPATI
NGANJUK

a. menyusun rancangan Perda (Peraturan
Daerah) tentang Angga-ran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang
pertanggungjawabal pelaksanaan
APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang
APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang peruba}rarr
APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungiawaban
pelalsanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu delam
keadaan mendesak terkait Pengelotraan

Keuangan Daerah yarrg sangat
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyaral<at;

f. menetapkan kebirjakan pengelolaan
APBD;

g. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA);

h. menetapkan Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran;

i. menetapkan pejabat ya,:g bertugas
melakukan pemungutan pajak Daerah
dan retribusi Daerah;

JABATAN
DAI-{M
DINAS
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j. menetapkan pejabat yang bertugas

melakukan pengelolaan Utang dan
Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas
melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

1. menetapkan pejabat trainnya dalam
rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dal

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai
dengaa ketentuan peraturan
perundang-undangan.

sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM,

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI
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